Mantan Ketua KPU Sesalkan
Dewan Batanghari Tak Pernah
Reses

Batang Hari, Jambi — Mantan Ketua KPU Batang Hari periode
2013-2018, Mohd Zamani, menyesalkan jika dewan Batanghari
benar-benar tidak melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil)
nya masing-masing, Senin (29/05/2023).

“Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan
konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan
kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya
secara rutin pada setiap masa reses,” imbuh Zamani.

“Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa
sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa
persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau
14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.”

Sementara masa reses, paparnya, merupakan masa dimana para
Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai
konstituen di Dapil masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota
Dewan di Dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi
konstituen.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi
konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan
pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di
Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam
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pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya reses di DPRD Kabupaten dilaksanakan oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat
DPRD-Nya.

Menurut Zamani, para peserta reses tersebut hendaknya
melibatkan seluruh elemen masyarakat antara lain, Camat,
TNI/Polri, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh
Pemuda, Tokoh Agama, LSM, OKP, Pimpinan Puskesmas, Dinas
Jawatan, Lurah/Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, serta
Kelompok Masyarakat lainnya.

“Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu sebagai
berikut, Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan
jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; Penjelasan
pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD,”
paparnya.

Jadi, terangnya, anggota DPRD secara perorangan atau kelompok
wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya
pada masa reses sebagaimana ketentuan PP No 12 Tahun 2018,
kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat
Paripurna.

“Sedangkan untuk biaya kegiatan reses didukung pada belanja
penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia
pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk
dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi
untuk dihabiskan,” tuturnya.



Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat
dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya
dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam
anggaran Sekretariat DPRD.

“Jadi, jangan samakan antara Reses dengan Musrenbang.
Keberadaan dewan di dalam kegiatan reses hanya sebagail
undangan karena kegiatannya milik lembaga eksekutif sedangkan
reses baru kegiatan dewan sedangkan pihak eksekutif hadir di
dalamnya sebagai undangan,” tegasnya. (Red)



